BAB I
PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Dinas Komunikasi dan Informatika sebagai Organisasi perangkat
daerah yang membidangi penyebarluasan informasi, pengembangan dan
pendayagunaan TIK serta pengendalian layanan jasa Pos dan
Telekomunikasi dituntut mampu memberikan pelayanan kepada masyarakat
secara transparan dan akuntabel di bidang komunikasi dan informatika.
Dengan pelayanan tersebut upaya pemerataan informasi dan pemenuhan
hak publik akan informasi dapat dilakukan. Dalam hal ini, diharapkan
masyarakat lebih berdaya dalam memperoleh dan memanfaatkan informasi,
yang pada gilirannya dapat meningkatkan kesejahteraanya, sedangkan bagi
jajaran pemerintah terwujudnya implementasi e—government secara utuh
menjadi tujuan yang diharapkan. Dengan kepentingan itulah, maka
Pemerintah Kabupaten Purbalingga membentuk Dinas Komunikasi dan
Informatika berdasar Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 12
Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah Kabupaten Purbalingga (Lembaran
Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran
Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 30 ), serta Peraturan Bupati Nomor 90
Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi

Serta Tata Kerja Dinas Komunikasi Dan Informatika Kabupaten Purbalingga

Memperhatikan hal tersebut, kiranya berbagai media informasi perlu
lebih diberdayakan dan didayagunakan dalam upaya penyebarluasan dan
pemerataan informasi kepada masyarakat, disamping dengan tetap
mendorong peran strategis potensi lembaga komunikasi masyarakat untuk
dapat menjadi penyebar informasi sekaligus sebagai public relation di

daerahnya.

Pemerintah  Daerah dalam  menetapkan kebijakan  dan
melaksanakan pemerintahan dan pembangunan tentu memerlukan informasi
yang tepat, mudah dan cepat diakses, serta akurat. Untuk mengantisipasi
kebutuhan tersebut perlu dikembangkan sinergi antara managemen
pemerintahan dan pemanfaatan Teknologi Informasi yang didukung
keterhubungan jaringan informasi yang mencakup seluruh institusi
pemerintah. Hal ini secara Teknis TIK mudah dilaksanakan, tetapi pada

implementasinya faktor non teknis menjadi kendala.



Renstra DINKOMINFO Kabupaten Purbalingga Tahun 2017-2021
adalah dokumen perencanaan komprehensif lima tahunan, yang selanjutnya
digunakan sebagai acuan dalam penyusunan RENJA DINKOMINFO, RKPD
DINKOMINFO dan sebagai acuan bagi seluruh stakeholder DINKOMINFO
Kabupaten Purbalingga dalam melaksanakan kegiatan pembangunan selama
kurun waktu 2017-2021.

Berdasarkan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004
tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Pasal 25
Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara
Penyusunan, pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana
Pembangunan Daerah menetapkan bahwa Satuan Kerja Perangkat Daerah
(SKPD) menyusun Renstra SKPD yang memuat visi, misi, tujuan, strategi,
kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan yang disusun sesuai dengan
tugas dan fungsi SKPD serta berpedoman kepada RPJM Daerah dan bersifat
indikatif.

Dengan mempertimbangkan hal tersebut dan sesuai dengan tugas
pokok dan fungsi Perangkat Daerah, Dinas Komunikasi dan Informatika yaitu
membantu Bupati dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan
dibidang komunikasi dan informatika. Sebagai Perangkat Daerah menyusun
Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra-PD) 2017 - 2021 yang mampu
memberikan gambaran tujuan, strategi, kebijakan, program dan kegiatan
yang akan dijalankan beserta indikator penilaian kinerja dalam rangka

perwujudan akuntabilitas kinerjanya.

Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra-PD) Dinas
Komunikasi dan Informatika Tahun 2017 -2021 merupakan penjabaran teknis
RPJM Daerah, sebagai dokumen perencanaan perangkat daerah untuk
jangka waktu 5 ( lima ) tahun dan sebagai kerangka acuan bagi penyusunan
Rencana Kerja (Renja) yang disusun setiap tahun.

Sesuai dengan Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 44 Tahun 2011
tentang Tahapan dan Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan
Daerah, maka proses dan tahapan dalam penyusunan Renstra Perangkat
Daerah serta keterkaitannya dengan RPJMD Kabupaten, Renstra K/L, dan

Renstra Provinsi dapat digambarkan melalui gambar di bawah ini
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Data dan informasi perencanaan pembangunan daerah yang dianalisis

dalam perumusan rancangan Renstra Dinas yakni yang sesuai dengan tugas dan

fungsi Dinas, mencakup:

1.

© 00 N O

Regulasi yang menjadi asas legal bagi Dinkominfo dalam pelaksanaan tugas
dan fungsinya serta struktur organisasi, tata laksana, dan kepegawaian

Dinkominfo;

. Renja tahun berjalan untuk menginformasikan kondisi terkini isu-isu pelayanan

dan perkiraan tingkat capaian target Renstra sampai dengan akhir tahun

berjalan;

. Standar Pelayanan Minimal/SPM untuk urusan wajib dan/atau indikator kinerja

pelayanan SKPD dan/atau indikator lainnya;

. Renstra Provinsi Jawa Tengah
. RTRW
. Peraturan Perundangan terkait pelayanan Dinkominfo, dan

. Informasi lain yang terkait pelayanan Dinkominfo

Perumusan isi dan substansi rancangan Renstra Dinkominfo sangat

menentukan kualtias dokumen Renstra. Salah satu dokumen rujukan awal dalam

menyusun rancangan Renstra Dinkominfo adalah Rancangan Awal RPJMD

Purbalingga 2016 — 2021 yang menunjukkan program dan target indikator kinerja

yang harus dicapai oleh perangkat daerah (OPD) selama lima tahun untuk

mendukung visi/misi kepala daerah.

B. LANDASAN HUKUM

Penyusunan Renstra Perangkat Daerah Dinas Komunikasi dan

Informatika Kabupaten Purbalingga Tahun 2017-2021, berlandaskan pada :

1.

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-
daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional;

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan
Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan
Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 - 2025;



10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang
Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;

Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara
Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan;

Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara
Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional;

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan
Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan

Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;

Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat
Daerah;

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara
Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana

Pembangunan Daerah;

Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2008 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah
Tahun 2005-2025;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang
Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan,
Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana

Pembangunan Daerah; (di bawah Perda)

Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 2 Tahun 2007 tentang

Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Purbalingga;

Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 24 Tahun 2008 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Purbalingga
Tahun 2005-2025;

Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 3 Tahun 2011 tentang

Rencana Tata ruang Wilayah Kabupaten Purbalingga Tahun 2011-2031;
Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 12 Tahun 2016 tentang

Perangkat Daerah Kabupaten Purbalingga (Lembaran Daerah Kabupaten
Purbalingga Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah
Kabupaten Purbalingga Nomor 30 ),

Peraturan Bupati Nomor 90 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan
Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Komunikasi Dan

Informatika Kabupaten Purbalingga.
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C. MAKSUD DAN TUJUAN

Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra-PD) Dinkominfo

Kabupaten Purbalingga Tahun 2017 -2021 disusun dengan maksud untuk

memberikan arah dan pedoman dalam rangka menjabarkan program dan

kegiatan serta menyediakan acuan resmi bagi Dinkominfo dalam menyusun

Rencana Kerja(Renja) Dinkominfo setiap tahunnya.

Atas dasar itu maka Renstra Dinkominfo Kabupaten Purbalingga

Tahun 2017 -2021 disusun dengan tujuan sebagai berikut:

1.

Menyediakan dokumen rencana pembangunan Dinkominfo untuk jangka
waktu 5 ( lima ) tahun;

Menyediakan acuan resmi bagi Dinkominfo Kabupaten Purbalingga dalam
menentukan prioritas program dan kegiatan tahunan yang akan dibiayai dari

APBD Kabupaten Purbalingga;

. Menyediakan satu tolok ukur untuk mengukur dan melakukan evaluasi

kinerja tahunan Kabupaten Purbalingga;

Memudahkan seluruh jajaran aparatur Dinkominfo Kabupaten Purbalingga
dalam mencapai tujuan dengan cara menyusun program dan kegiatan
secara terpadu, terarah dan terukur;

Memudahkan seluruh jajaran aparatur Dinkominfo Kabupaten Purbalingga
untuk memahami dan menilai arah kebijakan dan program serta kegiatan

operasional tahunan dalam rentang waktu lima tahun.

D. SISTEMATIKA PENULISAN

Sistematika penulisan Rencana Strategis ( Renstra ) Dinkominfo

Kabupaten Purbalingga Tahun 2017- 2021adalah sebagai berikut :

I.

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang
Menjelaskan mengenai pengertian Renstra Perangkat Daerah dan
fungsinya serta gambaran umum mengenai proses penyusunan
Renstra dan keterkaitannya dengan RPJMD Kabupaten, RPJMD Provinsi,
dan Renstra K/L

B. Landasan Hukum
Menyebutkan tentang dasar hukum yang terkait langsung dengan
penyusunan Renstra Perangkat Daerah dan juga dasar hukum yang
terkait dengan tupoksi dan kewenangan Perangkat Daerah

C. Maksud dan Tujuan



Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan
Renstra Perangkat Daerah

Sistematika Penulisan

Menguraikan pokok bahasan dalam penyusunan Renstra Perangkat

Daerah, serta susunan garis besar isi dokumen.

II. GAMBARAN PELAYANAN DINKOMINFO

A. Tugas, Fungsi Dan Struktur Organisasi

Menjelaskan tentang dasar hukum pembentukan Dinkominfo,
gambaran struktur organisasi, dan uraian tugas pokok dan fungsi
Dinkominfo

Sumber Daya Dinkominfo

Menjelaskan tentang sumber daya yang ada di Dinkominfo,baik
Sumber Daya Manusia, aset/ modal, dan sumber daya lainnya

Kinerja Pelayanan Dinkominfo

Bagian ini menunjukkan tingkat capaian kinerja Dinkominfo,
berdasarkan sasaran/target Renstra Dinkominfo, periode sebelumnya,
menurut SPM untuk urusan wajib, dan/atau indikator kinerja pelayanan
SKPD dan/atau indikator lainnya seperti MDGs atau indikator yang
telah diratifikasi oleh pemerintah.

Tantangan Dan Peluang Pengembangan Pelayanan

Mengemukakan hasil analisis terhadap Renstra Dinkominfo, hasil
telaahan terhadap RTRW, dan hasil analisis terhadap KLHS yang
berimplikasi sebagai tantangan dan peluang bagi pengembangan
pelayanan Dinkominfo, pada lima tahun mendatang, termasuk
penjelasan mengenai macam pelayanan, perkiraan besaran kebutuhan
pelayanan, dan arahan Ilokasi pengembangan pelayanan vyang
dibutuhkan

ITI. ISU - ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI

A.

B.

Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas Dan Fungsi
Pelayanan SKPD. Pada bagian ini dikemukakan permasalahan-
permasalahan  pelayanan SKPD beserta faktor-faktor yang
mempengaruhinya.

Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah Dan Wakil Kepala

Daerah Terpilih. Mengemukakan visi, misi, dan program Kepala Daerah



dan Wakil Kepala Daerah terpilih, apa saja tugas dan fungsi SKPD yang
terkait dengan visi, misi, serta program kepala daerah dan wakil kepala
daerah terpilih, dan faktor-faktor penghambat dan pendorong
pelayanan Perangkat Daerah yang berpengaruh pada pencapaian visi

dan misi tersebut.
C. Penentuan Isu-Isu Strategis
Pada bagian ini direview kembali faktor-faktor dari pelayanan SKPD

yang mempengaruhi permasalahan pelayanan SKPD vyang harus

ditangani dalam lima tahun kedepan.

IV. TUJUAN DAN SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN

V.

VI.

A. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah SKPD
Pada bagian ini dikemukakan rumusan pernyataan tujuan dan sasaran
jangka menengah SKPD

B. Strategi dan Kebijakan
Pada bagian ini dikemukakan rumusan pernyataan strategi dan

kebijakan SKPD dalam lima tahun mendatang

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK
SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF

Pada bagian ini mengemukakan tentang rencana program dan kegiatan,
indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif

PENUTUP

Mengemukakan secara ringkas mengenai kesimpulan dan harapan dari

Penyusunan Renstra Perangkat Daerah



BAB I1
GAMBARAN PELAYANAN DINKOMINFO

A. TUGAS, FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI

Berdasar Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 12 Tahun
2016 tentang Perangkat Daerah Kabupaten Purbalingga (Lembaran Daerah
Kabupaten Purbalingga Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah
Kabupaten Purbalingga Nomor 30), dan Peraturan Bupati Nomor 90 Tahun 2016
tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja

Dinas Komunikasi Dan Informatika Kabupaten Purbalingga, sebagai berikut :

1. Tugas Pokok Dan Fungsi

DINKOMINFO merupakan unsur pelaksana Urusan Pemerintahan
bidang Komunikasi dan Informatika yang menjadi kewenangan Daerah.
DINKOMINFO dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan
bertanggung jawab kepada Bupati melalui SEKDA.

DINKOMINFO mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan
Urusan Pemerintahan bidang Komunikasi dan Informatika, Persandian dan
Statistik yang menjadi kewenangan Daerah meliputi (a) Sub Urusan Informasi
dan Komunikasi Publik yaitu Pengelolaan informasi dan Komunikasi Publik
Pemerintah Daerah; (b) Sub Urusan Aplikasi Informatika yaitu : Pengelolaan
nama domain yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan sub domain di
lingkup Pemerintah Daerah ; Pengelolaan e-government di lingkup Pemerintah
Daerah; (c) Sub Urusan Persandian untuk Pengamanan Informasi yaitu :
Penyelenggaraan persandian untuk pengamanan informasi Pemerintah Daerah;
Penetapan pola hubungan komunikasi sandi antar Perangkat Daerah, dan (d)
Sub Urusan Statistik Sektoral yaitu penyelenggaraan statistik sektoral di lingkup

Daerah.

Selain mempunyai tugas seperti tersebut diatas, DINKOMINFO juga
membantu Bupati melaksanakan Tugas Pembantuan yang diberikan kepada

Daerah.
Dinkominfo mempunyai fungsi :

1. perumusan kebijakan bidang Komunikasi dan Informatika, Persandian dan
Statistik meliputi Humas dan Informasi Komunikasi Publik, Informatika dan

Sandi, Statistik dan Telekomunikasi ;



pelaksanaan koordinasi kebijakan bidang Komunikasi dan Informatika,
Persandian dan Statistik meliputi Humas dan Informasi Komunikasi Publik,
Informatika dan Sandi, Statistik dan Telekomunikasi;

pelaksanaan kebijakan bidang Komunikasi dan Informatika, Persandian
dan Statistik meliputi Humas dan Informasi Komunikasi Publik, Informatika
dan Sandi, Statistik dan Telekomunikasi ;

pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang Komunikasi dan Informatika,
Persandian dan Statistik meliputi Humas dan Informasi Komunikasi Publik,
Informatika dan Sandi, Statistik dan Telekomunikasi;

pelaksanaan fungsi kesekretariatan Dinas ;

pengendalian penyelenggaraan tugas Unit Pelaksana Teknis Dinas; dan

pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh Bupati.

. Struktur Organisasi

Sesuai Peraturan Bupati Nomor 90 Tahun 2016 tentang Kedudukan,

Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Komunikasi

Dan

Informatika  Kabupaten Purbalingga, @ Susunan  Organisasi

DINKOMINFO, terdiri atas:

a.

Kepala Dinas;

Sekretariat, membawabhi;

1. Subbagian Perencanaan dan Keuangan ;

2. Subbagian Umum dan Kepegawaian;

Bidang Humas dan Informasi Komunikasi Publik membawabhi;
1. Seksi Kehumasan;

2. Seksi Informasi Komunikasi Publik ;

Bidang Informatika, membawabhi;

1. Seksi Aplikasi dan Infrastruktur TIK ;

2. Seksi Tata Kelola E-Government;

Bidang Sandi, Statistik dan Telekomunikasi, membawahi;
1. Seksi Persandian;

2. Seksi Statistik ;

3. Seksi Telekomunikasi

Unit Pelaksana Teknis Dinas (jika ada);

Kelompok Jabatan Fungsional.
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Gambar 2
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1. Tugas Pokok

Berdasarkan Peraturan Bupati Purbalingga Nomor : 90 tahun 2016
tentang Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi dan Tata Kerja pada Dinas
Komunikasi dan Informatika Kabupaten Purbalingga mempunyai uraian tugas

sebagai berikut :
1) Tugas pokok kepala dinas :

Kepala dinas mempunyai tugas pokok membantu Bupati
melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Komunikasi dan Informatika,

Persandian dan Statistik yang menjadi kewenangan Daerah meliputi :

a. Sub Urusan Informasi dan Komunikasi Publik yaitu Pengelolaan
Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah;
b. Sub Urusan Aplikasi Informatika yaitu :
1. Pengelolaan nama domain yang telah ditetapkan oleh Pemerintah
Pusat dan sub domain di lingkup Pemerintah Daerah;
2. Pengelolaan E-Government di lingkup Pemerintah Daerah;
c. Sub Urusan Persandian untuk Pengamanan Informasi yaitu :
1. Penyelenggaraan Persandian untuk pengamanan informasi
Pemerintah Daerah;
2. Penetapan pola hubungan komunikasi sandi antar Perangkat
Daerah;
d. Sub Urusan Statistik Sektoral yaitu penyelenggaraan Statistik sektoral
di lingkup Daerah;
Selain mempunyai tugas sebagaimana dimaksud DINKOMINFO juga
membantu Bupati melaksanakan Tugas Pembantuan yang diberikan

kepada Daerah.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 DINKOMINFO

mempunyai fungsi :

8. perumusan kebijakan bidang Komunikasi dan Informatika, Persandian dan
Statistik meliputi Humas dan Informasi Komunikasi Publik, Informatika dan
Sandi, Statistik dan Telekomunikasi ;

9. pelaksanaan koordinasi kebijakan bidang Komunikasi dan Informatika,
Persandian dan Statistik meliputi Humas dan Informasi Komunikasi Publik,

Informatika dan Sandi, Statistik dan Telekomunikasi;
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10.

11.

12.
13.
14.

pelaksanaan kebijakan bidang Komunikasi dan Informatika, Persandian dan

Statistik meliputi Humas dan Informasi Komunikasi Publik, Informatika dan

Sandi, Statistik dan Telekomunikasi;

pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang Komunikasi dan Informatika,

Persandian dan Statistik meliputi Humas dan Informasi Komunikasi Publik,

Informatika dan Sandi, Statistik dan Telekomunikasi;

pelaksanaan fungsi kesekretariatan Dinas;

pengendalian penyelenggaraan tugas UPTD; dan

pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh Bupati.

2) Tugas pokok sekretaris :

Sekretaris mempunyai tugas perumusan konsep dan

pelaksanaan kebijakan, pengoordinasian, pemantauan, evaluasi dan

pelaporan kesekretariatan dinas serta pemberian dukungan adminstratif

bidang perencanaan dan keuangan, Umum dan Kepegawaian kepada

seluruh unit organisasi di lingkungan DINKOMINFO.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana yang dimaksud

Sekretariat DINKOMINFO mempunyai fungsi :

a.
b.

Pengorganisasian kegiatan di lingkungan DINKOMINFO
Pengoordinasian dan penyusunan rencana dan program Kkerja di
lingkungan DINKOMINFO

Pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi
keuangan, ketatausahaan, kepegawaian, hukum, keorganisasian dan
ketatalaksanaan, kerumahtanggan, hubungan masyarakat, kearsipan

dan pelayaanan administrasi dilingkungan DINMKOMINFO

. Pengoordinasian pelaksanaan sistem pengendalian intern pemerintah

(SPIP)

Penyelenggaraan pengelolaan barang milik/kekayaaan daerah dan
pelayanan pengadaan barang/jasa di lingkungan DINKOMINFO
Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan sesuai dengan

lingkup tugasnya

. Pengoordinasian penyusunan evaluasi dan pelaporan kinerja dan

anggaran penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang Komuniasi

dan Informatika, Persandian dan Statistik

. Pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas

sesuai dengan fungsinya
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3) Tugas pokok kepala sub bagian Perencanaan dan Keuangan :

Kepala sub bagian Perencanaan dan Keuangan mempunyai
tugas melakukan penyiapan bahan perumusan, pengoordinasian,
pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan bidang perencanaan
dan keuangan meliputi penyusunan rencana program kerja dan anggaran,
pengendalian program dan kegiatan, pelaksanaan perbendaharaan,
verifikasi dan akuntansi pengelolaan anggaran, pengelolaan data dan
informasi serta pelaporan program kerja dan anggaran di lingkungan

dinas.
4) Tugas pokok kepala sub bagian umum dan Kepegawaian:

Subbagian Umum dan Kepegawaian sebagaimana dimaksud
mempunyai  tugas  melakukan penyiapan bahan perumusan,
pengoordinasian, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan
bidang umum meliputi pembinaan ketatusahaan, kepegawaian, hukum,
keorganisasian dan ketatalaksanaan, kerumahtanggan, hubungan
masyarakat, keprotokolan, kearsipan dan pelayanan administrasi di

lingkungan dinas.
5) Tugas pokok Bidang Humas dan Informasi Komunikasi Publik :

Bidang Humas dan Komunikasi Informasi Publik sebagaimna
dimaksud mempunyai tugas perumusan konsep dan pelaksanaan
kebijakan, pengoordinasian, pemantauan, evaluasi serta pelaporan

bidang Kehumasan dan Informasi Komunikasi Publik.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Bidang
Humas dan Komunikasi Informasi Publik menyelenggarakan fungsi :
a. Pengelolaan opini dan aspirasi publik di lingkup pemerintah daerah
b. Pengelolaan informasi untuk mendukung kebijakan nasional dan
pemerintah daerah
c. Penyediaan konten lintas sektoral dan pengelolaan media komunikasi
publik
Pelayanaan informasi publik
Layanan kehumasan dan hubungan antar media
Penguatan kapasitas sumber daya komuniasi publik

Penyediaan akses informasi

> a - 0 a

Pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas

6) Tugas pokok Kepala Seksi Kehumasan :
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Seksi Kehumasan sebagaimana dimaksud mempunyai tugas
melakukan penyiapan bahan perumusan, pengoordinasian, pelaksanaan,
pemantauan, evaluasi, serta pelaporan meliputi penyelenggaraan
pengelolaan media komunikasi publik, layanan hubungan media, press
release, kemitraan pers/media, Bakohumas, pengelolaan multimedia
center, jumpa pers, pendayagunaan media gathering, kunjungan
jurnalistik, kliping media, analisis media dan pengelolaan media cetak

pemerintah daerah.
7) Tugas pokok Kepala Seksi Informasi Komunikasi Publik :

Kepala Seksi Informasi Komunikasi Publik sebagaimana
dimaksud mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan,
pengoordinasian, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan
meliputi pengelolaan opini dan aspirasi publik, pengelolaan informasi
untuk mendukung kebijakan nasional dan pemerintah daerah, pelayanan
informasi publik, penyediaan konten lintas sektoral, publikasi visual luar
ruangan, penyediaan akses informasi, pembinaan kelembagaan dan isi
siaran LPPL, penyelenggaraan publikasi keliling, penyelenggaraan siaran
langsung kegiatan Perangkat Daerah dan kelembagaan masyarakat,
penyusunan proses rekomendasi dan perijinan lembaga penyiaran,
pembinaan dan pengawasan lembaga penyiaran swasta dan komunitas,
pembinaan kelompok informasi masyarakat dan lembaga komunikasi
sosial lainnya, pembinaan forum komunikasi media tradisional,

pengorganisasian narasi tunggal, infografis dan sosial media.
8) Tugas pokok Bidang Informatika :

Bidang Informatika sebagaimana dimaksud mempunyai tugas
perumusan konsep dan pelaksanaan kebijakan, pengoordinasian,
pemantauan, evaluasi serta pelaporan bidang Aplikasi dan infrastruktur
TIK dan Tata Kelola E - Goverment.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Bidang
Informatika menyelenggarakan fungsi :

a. Layanan infrastruktur dasar data center, disaster recovery center, TIK
pemerintah daerah

b. Layanan pengembangan internet dan penggunaan akses internet

c. Layanan pengelolaan aplikasi generic, specifik dan suplemen
terintegrasi

d. Layanan manajemen data dan informasi E - Government

e. Layanan pengadaan secara elektronik
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f. Integrasi layanan publik dan kepemerintahan

g. Keamanan informasi E - Government

h. Layananan sistem komunikasi intra pemerintah kabupaten, domain
dan sub domain bagi lembaga publik dan non publik kabupaten serta
kegiatan propinsi

i. Pengembangan sumber daya TIK pemerintah kabupaten dan
masyarakat

j. Penyelenggaraan Government Chief Information Officer (Government
CIO/GCIO) kabupaten

k. Penyelenggaraan ekosistem TIK/Smart Regency

I. Pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas

9) Tugas Pokok Kepala Seksi Aplikasi dan Infrastruktur TIK :
Seksi Aplikasi dan Infrastruktur TIK sebagaimana dimaksud
mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan,
pengoordinasian, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan
meliputi layanan infrastruktur dasar data center, disaster recovery center
dan TIK pemerintah daerah, layanan pengembangan infrastruktur intranet
dan penggunaan akses internet, layanan pengelolaan aplikasi generik,
spesifik dan suplemen yang terintegrasi, layanan manajemen data dan
informasi E - Government, layanan pengadaan secara elektronik,
integrasi layanan publik dan kepemerintahan, keamanan informasi E -
Government, pengelolaan website, domain dan sub domain bagi lembaga
publik dan non publik baik di wilayah kabupaten maupun dukungan dalam

kegiatan provinsi.

10) Tugas Pokok Kepala Seksi Tata Kelola E - Government :

Seksi Tata Kelola E - Government sebagaimana dimaksud
mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan,
pengoordinasian, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan
meliputi pendayagunaan, pertemuan secara online, pendayagunaan tata
kelola E - Government, pengelolaan opini dan aplikasi publik berbasis
multimedia online, pengembangan ekosistemm E - Government, (smart
regency), integrasi data dan layanan aplikasi Perangkat Daerah,
Pemberdayaan pembelajaran elektronik, pembinaan agen perubahan
informatika desa, pengelolaan incubator komunikasi dan informatika,

pelatihan sumber daya TIK.
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11) Tugas Pokok Bidang Sandi, Statistik dan Telekomunikasi :
Bidang Sandi, Statisti dan Telekomunikasi sebagaimana
dimaksud mempunyai tugas perumusan konsep dan pelaksanaan
kebijakan, pengoordinasian, pemantauan, evaluasi serta pelaporan
bidang Persandian, Statistik dan Telekomunikasi.
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Bidang
Sandi, Statistik dan Telekomunikasi menyelenggarakan fungsi :
Pengelolaan informasi berklasifikasi dan SDM Sandi
Pengelolaan perangkat lunak dan perangkat keras persandian
Pengelolaan jaring komunikasi sandi
Persandian untuk pengamanan informasi dan infrastruktur TIK
Pengelolaan Security Operation Center (SOC)

Penyelenggaraan statistik sektoral dan laporan pembangunan

@ ™ 0 a0 oW

Penyusunan laporan bidang sosial, ekonomi, pertanian, industri,

kesehatan, politik, hukum dan keamanan

h. Penyusunan integrasi dan analisa data dan statistik pendukung
kebijakan

i. Pendataan dan pemberdayaan jasa titipan daerah (pos)

j. Pengelolaan menara pemancar/telekomunikasi

k. Pengelolaan jaringan internet masyarakat

. Pengelolaan layanan akses internet tetap dan bergerak untuk
masyarakat

m. Penyelenggaraan dan pengelolaan TIK yang bersifat remote online

n. Pembinaan telekomunikasi khusus dan radio amatir

0. Pendayagunaan fasilitas sarana dan prasarana telekomunikasi untuk

pengelolaan pemerintah daerah

p. Pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

12) Tugas Pokok Kepala Seksi Persandian :

Seksi Persandian sebagaimana dimaksud mempunyai tugas
menyiapakan bahan perumusan, pengoordinasian, pelaksanaan,
pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi pengelolaan informasi
berklasifikasi dan sumber daya manusia sandi, pengelolaan perangkat
lunak dan perangkat keras persandian, pengelolaan jaring komunikasi
sandi, persandian untuk pengamanan informasi dan infrastruktur TIK,

pengelolaan Security Operation Center (SOC).

13) Tugas Pokok Kepala Seksi Statistik :
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Seksi Statistik sebagaimana dimaksud mempunyai tugas
melakukan penyiapan bahan perumusan, pengoordinasian, pelaksanaan,
pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi penyusunan statistik
sektoral dan laporan pembangunan, penyusunan laporan bidang sosial,
ekonomi, pertanian, industri, kesehatan, politik, hukum dan keamanan
serta penyusunan integrasi dan analisis data serta statistik pendukung

kebijakan.

14) Tugas Pokok Kepala Seksi Telekomunikasi :

Seksi Telekomunikasi sebagaimana dimaksud mempunyai
tugas melakukan penyiapan bahan perumusan, pengoordinasian,
pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi
penyelenggaraan pendataan dan pemberdayaaan jasa titipan (pos)
daerah, pengelolaan menara pemancar/telekomunikasi, pengelolaan
jaringan internet masyarakat, pengelolaan layanan akses internet tetap
dan bergerak untuk masyarakat, penyelenggaraan dan pengelolaan TIK,
yang bersifat remote online, pembinaan telekomunikasi khusus dan radio
amatir, pendayagunaan fasilitas sarana prasarana telekomunikasi untuk

pengelolaan pemerintah daerah.

B. SUMBER DAYA DINKOMINFO
a) Kepegawaian

Untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, Dinkominfo

Kabupaten Purbalingga didukung oleh personil dengan rincian sebagai

berikut :

1) Jumlah Pegawai : 46 (empat puluh enam) orang
Pegawai Negara Sipil : 42 (empat puluh dua) orang
PTT SK. Bupati : orang
PTT SK. Kepala Dinas : 4 orang

2) PNS Berdasarkan Pendidikan
S2 : 4 (empat ) orang
S1 : 16 ( enam belas ) orang
Diploma III : 2 (dua) orang
Diploma II I
SLTA : 20 (dua puluh dua) orang
SLTP : - orang
SD : - orang
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Jumlah : 42 orang

3) PNS Berdasarkan Golongan

Golongan 1V : 5 (lima) orang

Golongan III : 23 (dua puluh tiga) orang
Golongan 11 : 16 (enam belas) orang
Golongan I : - orang

Jumlah : 42 (empat puluh dua) orang

4) PNS Berdasarkan Jenis kelamin

Laki-laki : 30 (tiga puluh) orang
Perempuan : 12 ( dua belas ) orang
Jumlah : 42 ( empat puluh dua ) orang

b) Pembagian Pesonil :

NON
NO BIDANG/UNIT PNS/CPNS | PNS
(PTT)
1 |Kepala Dinas 1
2 |SEKRETARIAT 13 -
BIDANG HUMAS, INFORMASI DAN 9 >
3 |KOMUNIKASI PUBLIK
4 | BIDANG INFORMATIKA 7 2
BIDANG SANDI, STATISTIK DAN 12
3 |[TELEKOMUNIKASI
JUMLAH 42 4

c) Sarana Dan Prasarana Kantor

(@) Prasarana Infrastruktur Gedung pada DinaS Komunikasi

Informatika terdiri dari :

= Gedung Kantor Dinas

* Gedung Radio Suara Perwira
» Gedung Radio Ardi Lawet

(b) Sarana Operasional

» Kendaraan Roda empat : 2 (dua) unit
» Kendaraan Roda dua : unit
= Sarana Komputer / Printer : unit
= Laptop : unit
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= Pesawat Telepon : unit

= Pesawat HT : unit

= Repeater : 1 (satu) paket
= Peralatan PKB : 1 (sat ) paket
»= Peralatan Perbengkelan : 1 (satu) paket
»= Peralatan Radio RSP : 1 (satu) paket
» Peralatan Radio Ardi Lawet : 1 (satu) paket
= Perangkat LPSE : 1 satu) paket
= Perangkat PPID : 1 (satu) paket

Secara keseluruhan asset yang dikelola Dinkominfo terdiri dari KIB A

- E senilai Rp. ,- ().

d) Kondisi Ekonomi

Percepatan pembangunan infrastruktur termasuk di dalamnya
pembangunan sarana perhubungan, komunikasi dan informatika
dilakukan untuk mendukung penguatan konektivitas di dalam wilayah.
Melalui penguatan konektivitas antar wilayah dan di dalam wilayah itu
sendiri diharapkan akan menurunkan biaya transportasi barang dan jasa
khususnya ke wilayah-wilayahyang berada jauh dari lokus produksi
barang yang nantinya akan menguntungkan para pelaku usaha

(produsen) dan masyarakat (konsumen).

1. Fasilitas Komunikasi dan Informatika :

1) Radio Suara Perwira - F M.

2) Radio Ardi Lawet - F M

3) Jaringan Internet pada SKPD yang terkoneksi dengan Dinkominfo
Purbalingga adalah sebagai berikut :
a) Sekretariat Daerah
b) DPPKAD
c) Dinas Kesehatan
d) Dinas Pekerjaan Umum
e) Dinas Peternakan
f) Dinas Pertanian, Perkebunan dan Kehutanan
g) BAPPEDA
h) Badan Kepegawaian Daerah
i) Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa
j) SATPOL PP
k) Radio suara Perwira
/) Radio Ardi Lawet FM
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m) Terminal Purbalingga

n) Balai Wartawan

Untuk layanan komunikasi data tersedia melalui website
purbalinggakab.go.id dan mempunyai 26 sub domain di masing-
masing SKPD, vyaitu :

a) WWW. Bupati.purbalinggakab.go.id

b) WWW. Wabup.purbalinggakab.go.id

c) WWW. Bappeda.purbalinggakab.go.id

d) WWW. Bapermades.purbalinggakab.go.id

e) WWW.bkd. purbalinggakab.go.id

f) WWW. Dppkad.purbalinggakab.go.id

g) WWW. Diknas.purbalinggakab.go.id

h) WWW. Dishudparpora.purbalinggakab.go.id
i) WWW. Dinkes.purbalinggakab.go.id

j) WWW. Dipertanhut.purbalinggakab.go.id

k) WWW. Dinakan.purbalinggakab.go.id

1) WWW. Dpu.purbalinggakab.go.id

m) WWW. Dinpendukcapil.purbalinggakab.gp.id
n) WWW. Dinhubkominfo.purbalinggakab.go.id
o) WWW. blh.purbalinggakab.go.id

p) WWW. Kpad.purbalinggakab.go.id

qg) WWW. Bapem.purbalinggakab.go.id

r) WWW. Kpmpt.purbalinggakab.go.id

s) WWW. Rsud.purbalinggakab.go.id

t) WWW. Dinperindagkop.purbalinggakab.go.id
u) WWW. Bpbd.purbalinggakab.go.id

v) WWW. Bpkbpp.purbalinggakab.go.id

w) WWW. Dinsosnakertrans.purbalinggakab.go.id
x) WWW. Pkk.purbalinggkab.go.id

y) WWW. Jdih.purbalinggakab.go.id

z) WWW. bnk.purbalinggakab.go.id

Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE)

Sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 54 tahun 2010 tentang
Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah, maka di Kabupaten
Purbalingga untuk pengadaan barang dan jasa pemerintah di
lakukan melalui LPSE, yaitu
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a) Pengadaan barang Pemerintah dengan anggaran lebih dari
Rp. 200.000.000,-
b) Pengadaan Jasa Konsultan dengan anggaran lebih dari Rp.
50.000.000,-

6) Layanan dan pengolahan informasi melalui Pejabat Pengelola
Informasi dan Dokumentasi (PPID)
Sejalan dengan diundangkannya Undang-undang Nomor 14 Tahun
2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP) vyang
diberlakukan sejak tanggal 30 April 2010 dan diterbitkannya
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2010
tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008
tentang Keterbukaan Informasi Publik, maka salah satu
konsekuensinya adalah dibentuknya Pejabat Pengelola Informasi
dan Dokumentasi (PPID) dengan Keputusan Bupati Purbalingga
Nomor 550/273 Tahun 2011 tentang Penetapan Pejabat Pengelola
dan Sekretatiat PPID, serta PPID Pembantu pada Pemerintah
Kabupaten Purbalingga, yang diperbaharui dengan Keputusan
Bupati Purbalingga Nomor 555/106 Tahun 2014 tentang Penetapan
PPID , PPID Pembantu dan Sekretariat PPID pada Pemerintah
Kabupaten Purbalingga. Sebagai landasan opersional PPID
Kabupaten Purbalingga telah ditetapkan Peraturan Bupati
Purbalingga Nomor 31 Tahun 2014 tentang Pedoman
Penyelenggaraan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di

Lingkungan Pemerintah Kabupaten Purbalingga.

Layanan permohonan informasi secara langsung/ melalui tatap
muka dapat dilayani melalui Sekretariat PPID di Dinkominfo
Kabupaten Purbalingga Jl.Letkol Isdiman No 5 Purbalingga
sedangkan layanan permohonan secara online dapat dialamatkan

ke ppid@purbalinggakab.go.id dan sebagai media layanan

informasi publik oleh PPID telah disusun sub domain dengan alamat

ppid.purbalinggakab.go.id

C. KINERJA PELAYANAN SKPD

1. Komunikasi dan Informatika
Keterbukaan informasi kepada masyarakat merupakan tuntutan
yang harus dipenui oleh pemerintah. Akses masyarakat terhadap nformasi
hasil pembangunan harus dibuka seluas-luasnya. Salah satu yang bisa

dilakukan yaitu menyajikan data hasil pembangunan di website milik
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pemerintah. Cara ini akan memudahkan masyarakat mengakses informasi
kapanpun dan dimanapun.

Peningkatan pemanfaatan teknologi informasi pada saat ini menjadi
sebuah keniscayaan guna meningkatkan efektifitas dan efisiensi dalam tata
kelola pemerintahan dan komunikasi publik. Sampai dengan tahun 2015
jumlah SKPD yang memilii website baru mencapai 25 SKPD dengan
intensitas updating informasi rata-rata sebanyak 320 hari per tahun.
Sementara itu jumlah Sistem Informasi Manajemen (SIM) milik Pemerintah
Daerah yang berfungsi dan aktif sebesar 26 unit. Sedangkan jumlah

pelayanan public perangkat daerah yang telah dilaksanakan secara online

baru 1 unit.
Tabel 1
Capaian Kinerja Urusan Komunikasi dan Informatika
Tahun 2011-2015
Capaian
No Indikator Satuan
2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015

1 | Jumlah desa belum Desa 3 3 2 2 2

terjangkau layanan

telekomunikasi

2 | Jumlah Warnet Unit 84 106 106 104 60
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BAB III

ISU-ISU STRATEGIS
BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI PELAYANAN DINKOMINFO

Analisis isu-isu strategis merupakan bagian penting dan sangat menentukan
dalam proses penyusunan rencana lima tahun mendatang Dinas untuk melengkapi
tahapan-tahapan yang telah dilakukan sebelumnya. Identifikasi isu yang tepat dan
bersifat strategis dapat menentukan sasaran dan program pembangunan. Isu strategis
ini diperoleh dengan cara mengidentifikasi isu-isu penting dan permasalahan-
permasalahan yang terjadi.

[11.1 Identifikasi permasalahan berdasarkan Tugas dan Fungsi

Dalam pelaksanaan pencapaian tugas dan fungsi dinas Komunikasi dan

Informatika, terdapat permasalahan yang digambarkan pada table berikut :

Tabel : Analisis Gambaran Pelayanan OPD

Faktor yang Mempengaruhi | Permasalahan
Capaian / Standar yang Pelayanan
Aspek Kajian | Kondisi Saat | Digunakan Internal Eksternal OPD
ini (Kewenangan (Diluar
OPD) Kewenangan)

1 2 3 4 5 6
Gambaran Telah tercapai | RPIJMD Kab. Kemampuan Lembaga Implementasi
pelayanan dan perlu Purbalingga Integrasi maupun SOP belum
OPD penyempurna | 2016-2021 sistem institusi optimal

an pelayanan pendidikan

publik yang bergerak
di bidang TIK

Renstra Purbalingga Renstra Distribusi Kesenjangan Implementasi
Diskominfo telah memiliki | Diskominfo Sarana Kemampuan SOP belum
Provinsi Jawa | ... saluran Provinsi Jawa | pembelajaran TIK optimal
Tengah komunikasi Tengah TIK bagi Masyarakat

publik masyarakat
Renstra Purbalingga Renstra Kemampuan Lembaga Distribusi
Kementrian telah memiliki | Kementrian Integrasi maupun Sarana
Komunikasi ... aplikasi Komunikasi sistem institusi pembelajaran
dan yang dan pelayanan pendidikan TIK bagi
Informatika mendukung Informatika publik yang bergerak | masyarakat

pelayanan di bidang TIK

publik.
RTRW Kab. Penataan RTRW Kab. Pengembanga | Lembaga Legalitas
Purbalingga struktur sistem | Purbalingga n infrastruktur | maupun Penyelenggar

jaringan TIK institusi aan Jasa Pos

telekomunikasi pendidikan dan

belum optimal yang bergerak | Telekomunika

di bidang TIK | si

KLHS RPJMD | Monitoring KLHS RPIJMD | Kewenangan Legalitas jumlah tenaga
Kab. untuk Kab. dalam Penyelenggar | teknis dan
Purbalingga pembatasan Purbalingga menangani aan Jasa Pos | tenaga ahli
tahun 2016- terhadap tahun 2016- TIK, dan TIK
2021 akses 2021 informatika Telekomunika

informasi (telematika), Si

berbahaya jasa pos dan

rutin dilakukan telekomunikasi

setiap bulan
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Dari hasil analisis internal berupa identifikasi permasalahan pembangunan
maupun analisis eksternal berupa kondisi yang menciptakan peluang dan ancaman

bagi OPD lima tahun mendatang maka didapatkan sejumlah rumusan isu strategis,

sebagaimana yang tersajikan dalam tabel berikut :

Isu Strategis
No. Dinamika Dinamika nasional Dinamika regional/Lokal Lain-lain
Internasional
1 - Penerapan Fungsi GPR Partisipasi Masyarakat dalam Komitmen pimpinan
(Government Public pemanfaatan TIK dalam
Relations) pengembangan TIK
2 - media informasi dan Sarana dan prasarana Kewenangan dalam
komunikasi yang Komunikasi penunjang menangani TIK,
digunakan oleh operasional pemerintah informatika
masyarakat (telematika), jasa
pos dan
telekomunikasi
3 - sistem pengamanan data | Penyelenggaraan statistik jumlah tenaga teknis
dan Jaringan TIK sektoral dan tenaga ahli TIK
(firewall, fortigate, co-
location, 1ISO )
4 - jaminan keamanan Kemampuan Integrasi sistem Komposisi PNS dan
sistem TIK pelayanan publik tenaga OS/THL
5 - Legalitas Pengembangan infrastruktur Distribusi
Penyelenggaraan Jasa TIK infrastruktur jaringan
Pos dan Telekomunikasi
6 - Kesenjangan Distribusi Sistem aplikasi dalam -
Kemampuan TIK menerapkan e-government
Masyarakat
7 - - pengelolaan website -
Pemerintah Kabupaten secara
terintegrasi
8 - - Lembaga maupun institusi -
pendidikan di Purbalingga yang
bergerak di bidang TIK
9 - - Distribusi Sarana pembelajaran -
TIK bagi masyarakat
10 - - kapasitas sarana dan prasarana -
komunikasi internal penunjang
operasional pemerintah

Isu-isu yang teridentifikasi pada tabel diatas saling mempengaruhi satu sama
lain. Salah satunya adalah isu strategis tentang partisipasi masyarakat dalam
pemanfaatan TIK tentang bagaimana mensosialisasikan layanan publik yang dimiliki
pemerintah kepada masyarakat agar mereka mau memanfaatkannya, diperlukan
pengelolaan komunikasi dan informasi kepada khalayak yang berkaitan dengan Tugas
Dinas Komunikasi dan Informatika dalam menerapkan Fungsi GPR (Government
Public Relations).

Selain bersifat peluang, isu strategis juga dapat menjadi ancaman bila tidak
diantisipasi terutama jika potensi ancaman tersebut berasal dari permasalahan
internal. Salah satunya adalah permasalahan masih kurangnya jumlah tenaga teknis
dan tenaga ahli TIK. Hal ini dapat diatasi dengan memanfaatkan banyaknya Lembaga

maupun institusi pendidikan di Purbalingga yang bergerak di bidang TIK.

25



lll. 2. TELAAH VISI, MISI DAN PROGRAM KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA
DAERAH TERPILIH

Visi RPIJMD Kabupaten Purbalingga Tahun 2016-2021 merupakan Visi Kepala
Daerah Kabupaten Purbalingga terpilih yang disampaikan pada saat Pemilihan Kepala
Daerah. Pedoman utama penyusunan visi kepala daerah adalah kesesuaian dengan
sasaran pokok dan arah kebijakan pembangunan Tahap Il RPJPD Kabupaten
Purbalingga. Visi Kepala Daerah Kabupaten Purbalingga tahun 2016-2021 adalah
‘“PURBALINGGA YANG MANDIRI DAN BERDAYA SAING MENUJU MASYARAKAT
SEJAHTERA YANG BERAKHLAK MULIA”,

Purbalingga yang Mandiri adalah Purbalingga yang memiliki kemampuan
mengatur dan mengurus kepentingan daerahnya menurut prakarsa sendiri
berdasarkan aspirasi masyarakatnya. Termasuk didalamnya adalah secara bertahap
ketergantungan Purbalingga terhadap pihak-pihak lain semakin dapat dikurangi.
Mewujudkan Purbalingga yang mandiri merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari
cita-cita mewujudkan Indonesia yang berdaulat dalam politik, berdikari dalam bidang

ekonomi dan berkepribadian dalam berkebudayaan.

Berdaulat dalam bidang politik diwujudkan dalam pembangunan demokrasi
politik yang berdasarkan hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
Sedangkan berdikari dalam ekonomi, diwujudkan dalam pembangunan demokrasi
ekonomi yang menempatkan rakyat sebagai pemegang kedaulatan dalam pengelolaan
keuangan negara dan pelaku utama dalam pembentukan produksi dan distribusi
nasional. Berkepribadian dalam kebudayaan, diwujudkan melalui pembangunan
karakter dan kegotongroyongan yang berdasar pada realitas kebhinekaan sebagai
kekuatan potensi bangsa dalam mewujudkan implementasi demokrasi politik dan

ekonomi Indonesia masa depan.

Purbalingga yang Berdaya Saing adalah Purbalingga yang mampu bertahan
bahkan sebisa mungkin mampu memenangan pertarungan dalam kompetisi dan
persaingan global. Daya saing masyarakat dan daerah perlu dibangun secara
sungguh-sungguh dalam menghadapi persaingan global yang semakin berat, yang
antara lain ditandai dengan diberlakukannya perdagangan bebas. Optimalisasi
keunggulan komparatif yang dimiliki serta upaya mendorong peningkatan keunggulan
kompetitif melalui peningkatan kapasitas pemerintah daerah serta penguatan dunia

usaha mutlak diperlukan.
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Purbalingga yang Sejahtera adalah Purbalingga yang masyarakatnya telah
dapat terpenuhi kebutuhan dan harkat martabat hidupnya secara layak, baik yang
bersifat fisiologis dan material maupun yang bersifat batiniah seperti ketenteraman,

rasa aman, kebersamaan dan cinta kasih serta kebutuhan aktualisasi diri.

Maksud dari Berakhlak Mulia adalah bahwa masyarakat sejahtera yang ingin
diwujudkan harus diimbangi dengan kualitas moral spiritual masyarakat yang tinggi.
Kemajuan yang ingin dicapai tidak hanya dalam dimensi ekonomi-material semata,
namun juga mencakup dimensi mental-spiritual dan kultural, agar terwujud kehidupan

masyarakat yang sejahtera lahir dan batin.

Dalam rangka mewujudkan Visi tersebut, telah pula disusun Tujuh Misi yaitu
rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan, dalam rangka
mengimplementasikan langkah-langkah yang akan dilakukan dalam mewujudkan Visi
yang telah ditetapkan.

Misi yang berkaitan dengan tugas Dinkominfo, terdapat pada dua misi, yakni
Misi 1 : Menyelenggarakan Pemerintahan yang Profesional, Efisien, Efektif, Bersih
dan Demokratis, Sehingga Mampu Memberikan Pelayanan Secara Prima kepada

Masyarakat.

Tujuan jangka menengah yang ingin dicapai dari Misi ke-1 tersebut adalah :
Terwujudnya Pelayanan Prima Kepada Masyarakat, dengan Sasaran Meningkatnya
Kapasitas Pemerintah Daerah. Salah satu fungsi Dinkominfo yang berkaitan dengan

misi ini yakni urusan persandian.

Misi lain yang berkaitan dengan tugas Dinkominfo adalah misi ke-6
Mewujudkan kawasan perkotaan dan perdesaan yang sehat dan menarik untuk
melaksanakan kegiatan ekonomi, sosial dan budaya melalui gerakan masyarakat,
yang didukung dengan penyediaan infrasruktur /sarana prasarana wilayahan yang
memadai. Salah satu tujuan misi ini yang berkaitan dengan fungsi Dinkominfo adalah :
Meningkatkan Kualitas dan Keterbukaan Informasi Publik, dengan sasaran

Meningkatnya Implementasi e-Government dan Keterbukaan Informasi Publik.

Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan OPD Dinkominfo Terhadap
Pencapaian Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, dapat
dilihat pada tabel berikut :
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Visi: Purbalingga yang Mandiri dan berdaya saing menuju Masyarakat Sejahtera yang berakhlak

mulia
Misi dan Program Permasalahan Faktor Penghambat Faktor Pendorong
KDH dan Wakil Pelayanan SKPD
KDH terpilih

Misi 1. Menyelenggarakan Pemerintahan yang Profesional, Efisien, Efektif, Bersih dan
Demokratis, Sehingga Mampu Memberikan Pelayanan Secara Prima kepada Masyarakat.

Tahun 2016 - 2021

Program
pengembangan
Data, Informasi dan
Statistik

giman

giman

giman

Program
pengelolaan
Persandian

Misi 6 : Mewujudkan kawasan perkotaan dan perdesaan yang sehat dan menarik untuk
melaksanakan kegiatan ekonomi, sosial dan budaya melalui gerakan masyarakat, yang didukung
dengan penyediaan infrasruktur /sarana prasarana wilayahan yang memadai.

Program Kesenjangan Kemampuan | Distribusi Sistem aplikasi sistem pengamanan data
Pengembangan TIK Masyarakat dalam menerapkan e- yang telah mendapatkan
Pemanfaatan government ISO

Teknologi

Komunikasi dan

Informasi

Program Belum memadainya Semakin berkembangnya | pengelolaan komunikasi
Peningkatan jumlah tenaga pelayanan media informasi dan dan informasi kepada
pelayanan informasi publik komunikasi yang khalayak guna

Informasi Publik

digunakan oleh
masyarakat namun belum
digunakan secara tepat

pelaksanaan tugas dan
komunikasi
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BAB 1V
VISI, MISI, TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN DINKOMINFO

Untuk mewujudkan visi pembangunan jangka menengah daerah
Kabupaten Purbalingga yang dilaksanakan melalui 7 (tujuh) misi dan agar lebih
terarah, maka dirumuskan strategi dan arah kebijakan kurun waktu 5 (lima)
tahun mendatang menurut misi berdasarkan pendekatan urusan/bidang sebagai
berikut :

Misi ke-1 : Menyelenggarakan pemerintahan yang profesional, efisien,
efektif, bersih dan demokratis, sehingga mampu memberikan
pelayanan secara prima kepada masyarakat.

Tujuan yang hendak dicapai dari Misi ke - 1 adalah terwujudnya pelayanan
prima kepada masyarakat, dengan sasaran berupa meningkatnya kapasitas

pemerintah daerah.

Strategi yang digunakan dalam upaya pencapain tujuan dan sasaran yang
telah ditetapkan diatas, dilakukan melalui pengembangan dan pelaksanan
Agenda Intelektual, Agenda Managerial, Agenda Struktural, Agenda Behavioral
dan Agenda Sosial, dengan beberapa arah kebijakan pembangunan sebagai
berikut :

1) Optimalisasi Kelembagaan Perangkat Daerah;

2) Meningkatkan Kompetensi dan Profesionalisme SDM Aparatur;

3) Meningkatkan Kualitas Perencanaan Pembagunan;

4) Meningkatkan Kualitas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah;

5) Intensifikasi dan Ekstensifikasi Pendapatan Asli Daerah;

6) Meningkatkan Kualitas Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan;

7) Meningkatkan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat;

8) Meningkatkan kualitas pelayanan dan tata kelola administrasi
kependudukan.

9) Meningkatkan kapasitas dan kualitas sarana dan prasarana
persandian

10) Menyediakan data dan informasi pembangunan yang realiable
dan up to date.

11) Meningkatkan kapasitas dan kualitas manajemen kearsipan.
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Misi 6 : Mewujudkan kawasan perkotaan dan perdesaan yang sehat
dan menarik untuk melaksanakan kegiatan ekonomi, sosial dan
budaya melalui gerakan masyarakat, yang didukung dengan
penyediaan infrasruktur /sarana prasarana kewilayahan yang

memadai.

Tujuan dan Sasaran yang hendak dicapai dari Misi ke — 6 RPIMD adalah

sebagai berikut :

1. Tewujudnya Infrastruktur Pekerjaan Umum Yang Handal Dan
Penyelanggaraan Penataan Ruang Yang Aman, Produktif Dan Berkelanjutan,
dengan Sasaran : (1) Meningkatnya akses dan konektivitas wilayah; (2)
Meningkatnya ketersediaan infrastruktur sumberdaya air yang memadai;
(3) Terwujudnya perencanaan, pemanfaatan dan pengendalian pemanfaatan
ruang yang efektif; (4) Meningkatnya bangunan gedung laik fungsi; (5)
Meningkatnya akses aman air minum yang berkelanjutan; (6) Meningkatnya
akses air limbah domestik / rumah tangga; (7) Meningkatnya akses
pelayanan persampahan; (8) Meningkatnya layanan sistem drainase
perkotaan; dan (9) Meningkatnya kapasitas dan pengendalian kualitas jasa

konstruksi.

Strategi yang diterapkan dalam upaya pencapain tujuan dan sasaran yang

telah ditetapkan diatas, adalah dengan :

a. Meningkatkan pembangunan infrastruktur Jalan dan jembatan, dengan
arah kebijakan berupa percepatan pembangunan, peningkatan kualitas,
serta pemeliharaan jalan dan jembatan.

b. Meningkatkan pembangunan dan pengelolaan sistem irigasi primer dan
sekunder, dengan arah kebijakah melalui percepatan pembangunan serta
optimalisasi pemanfaatan dan pemeliharaan sarana prasarana irigasi
primer dan sekunder.

c. Meningkatkan efektifitas perencanaan, pemanfaatan dan pengendalian
pemanfaatan ruang, dengan arah kebijakah berupa optimalisasi peran
Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah (BKPRD).

d. Pendataan, pengendalian dan pengawasan pembangunan gedung,
dengan arah kebijakah berupa optimalisasi implementasi peraturan
perundangan tentang bangunan gedung.

e. Meningkatkan ketersediaan dan distribusi air minum perkotaan dan

perdesaan, dengan arah kebijakan berupa percepatan pembangunan
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serta optimalisasi pemanfaatan dan pemeliharaan sarana prasarana air
minum perkotaan dan perdesaan.

f. Mengelola dan mengembangkan sistem air limbah domestik, dengan arah
kebijakan berupa peningkatan fasilitasi pembangunan IPAL dan IPAL
skala komunal.

g. Meningkatkan pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana
persampahan, dengan arah kebijakan berupa peningkatan manajemen
dan sarana prasarana pengelolaan sampah.

h. Mengurangi luas wilayah dan waktu genangan, dengan arah kebijakan
berupa pembangunan dan peningkatan sistem drainase perkotaan.

i. Meningkatkan pembinaan jasa konstruksi, dengan arah kebijakah berupa

pembangunan sistem informasi jasa konstruksi.

2. Meningkatnya kualitas kawasan permukiman, dengan sasaran yang akan
dicapai yaitu meningkatnya cakupan pelayanan infrastruktur permukiman;
Strategi yang digunakan dalam upaya pencapain tujuan dan sasaran yang
telah dtetapkan diatas adalah dengan mengurangi luasan kawasan kumuh
perkotaan, dengan arah kebijakan berupa upaya peningkatan pemenuhan

kebutuhan sarana prasarana permukiman dan perumahan.

3. Meningkatnya Kualitas Layanan Angkutan Orang Dan Barang, dengan
sasaran meningkatnya manajemen, kapasitas dan kualitas angkutan jalan
dan udara.

Strategi yang digunakan dalam upaya pencapain tujuan dan sasaran yang
telah dtetapkan diatas, adalah melalui pemenuhan sarana prasarana utama
dan penunjang angkutan jalan serta mendukung pembukaan akses
transportasi udara komersial, dengan arah kebijakan  berupa
penyempurnaan manajemen rekayasa lalu lintas dan angkutan umum serta

fasilitasi pengembangan bandara Wirasaba.

4. Meningkatkan kualitas dan keterbukaan informasi publik, dengan
sasaran meningkatnya implementasi e-government dan
keterbukaan informasi publik.

Strategi yang digunakan dalam upaya pencapain tujuan dan sasaran yang
telah dtetapkan diatas, adalah melalui upaya pengelolaan e-government

serta meningkatkan pengelolaan informasi dan komunikasi publik, dengan
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arah kebijakan berupa optimalisasi pemanfaatan e-government serta

pengelolaan informasi dan komunikasi publik.

. Meningkatnya keberdayaan masyarakat dan kualitas pelayanan desa,

dengan sasaran meningkatnya kualitas pemerintahan desa dan kelembagaan
masyarakat desa.

Strategi yang digunakan dalam upaya pencapain tujuan dan sasaran yang
telah dtetapkan diatas, adalah dengan meningkatkan pembinaan dan
pengawasan administrasi pemerintahan desa serta meningkatkan kapasitas
lembaga kemasyarakatan desa, dengan arah kebijakan berupa peningkatan

pemberdayaan kelembagaan desa dan kelembagaan masyarakat desa.

6. Terwujudnya Tertib Pertanahan dan Pemanfaatan Tanah, dengan sasaran

Meningkatnya Kepastian Status Dan Pemanfaatan Tanah.

Strategi yang digunakan dalam upaya pencapain tujuan dan sasaran yang
telah ditetapkan diatas, adalah melalui upaya optimalisasi pemanfaatan
tanah-tanah milik pemerintah daerah, dengan arah kebijakan berupa

Peningkatan upaya pengelolaan tanah untuk kepentingan umum.

Tabel 3
Tujuan, Sasaran dan Target Kinerja Sasaran
RENSTRA DINKOMINFO 2016 - 2021

Tujuan 1 : Meningkatnya keterbukaan informasi publik

KINERJA
INDIKATOR EKSISTI TARGET KINERJA SASARAN
No SASARAN KINERJA SATUAN
NG
SASARAN (2015) | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
HennIET | persentase
P SKPD yang
e-government menerapkan
1 |dan P Persen 25 28 31 34 37 40 43
SIM dn
keterbukaan e
informasi memiliki
. website aktif
publik
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Tabel 4

Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan Jangka Menengah DINKOMINFO

Tahun 2016 - 2021

No . Sasaran Indikator Strategi Kebijakan
Tujuan
. Sasaran
1. | Meningkatnya |1 Meningkatnya Persentase 1. Peningkatan | 1. Mengoptimal
keterbukaan implementasi SKPD yang intensitas kan
informasi e-government menerapkan publikasi pemanfaata
publik dan SIM dan informasi n media
keterbukaan memiliki tzr:a;en ar kaa;ng;?ts;
infor_masi website aktif Zany 99 Fneningkatka
public pemerintahan n kualitas
dan infrastruktur
pembangunan dan
infrastruktur pelayanan
serta berbasit TIK
pengembanga
n system
informasi
manajemen di
tiap SKPD

2. Penguatan

kemitraan
dengan
kelompok /
organisasi
masyarakat
Mengoptimalk
an peran
kelompok
/organisasi
masyarakat

3. Mengoptim
alkan peran
kelompok
/organisasi
masyarakat

A. Strategi Dan Kebijakan

1. Strategi

Strategi pembangunan jangka menengah Dinas Komunikasi dan
Informatika Kabupaten Purbalingga Tahun 2016-2021 pada prinsipnya
yang

Kabupaten Purbalingga dalam rangka mewujudkan visi dan melaksanakan

merupakan langkah-langkah akan dilaksanakan Dinkominfo
misi pembangunan daerah Kabupaten Purbalingga melalui pentahapan
pembangunan dan serangkaian kebijakan dan program dalam rangka
pencapaian tujuan-tujuan jangka menengah dan sasaran-sasaran jangka
pendek yang telah ditetapkan. Strategi akan dilengkapi dengan arah
yang

ditetapkan untuk mendukung terjaganya proses pembangunan agar

kebijakan,yang menunjukkan fokus atau prioritas perhatian
mengarah pada tujuan dan sasaran pembangunan selama kurun waktu 5

(lima) tahun mendatang.
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Untuk mewujudkan perencanaan pembangunan Dinkominfo yang
berkelanjutan dan merupakan satu kesatuan dalam sistem perencanaan
pembangunan lainya, maka RENSTRA disusun dengan berpedoman dan
atau memperhatikan berbagai dokumen perencanaan antara lain sebagai
berikut : Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten Purbalingga
dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten
Purbalingga

Dalam mendukung kelancaran pembangunan di Kabupaten
Purbalingga, Dinkominfo melaksanakan misi yang ke 5, vyaitu
Mempercepat pertumbuhan dan pemerataan ekonomi rakyat, dan
mendorong simpul-simpul perekonomian utamanya industri pengolahan
dan manufaktur, perdagangan jasa, pariwisata dan industri kreatif, dengan
tetap berorientasi pada kemitraan dan pengembangan potensi lokal serta
didukung dengan penciptaan iklim kondusif untuk pengembangan usaha,

investasi dan penciptaan lapangan kerja.

Adapun strategi yang digunakan Dinkominfo dalam mencapai Misi ke - 5
RPIJMD adalah sebagai berikut :

1. Meningkatkan kualitas dan kerbukaan informasi publik, dengan sarana
meningkatnya implementasi e-government dan keterbukaan informasi
publik.

Strategi yang digunakan dalam upaya pencapaian tujuan dan
sasaran yang telah ditetapkan diatas, adalah melalui upaya
pengelolaan e-government serta meningkatkan pengelolaan informasi
dan komuikasi public, dengan arah kebijakan berupa optimalisasi
pemanfaatan e-government serta pengelolaan informasi dan

komunikasi publik.
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Tabel 5

Keterkaitan Sasaran, Strategi dan Kebijakan dalam Pencapaian Misi 6

No. Sasaran Strategi Kebijakan
1. | Meningkatkan Meningkatkan Optimalisasi
implementasi e- | pengelolaan e- | pemanfaatan e-
government dan | governmentdi lingkup | government serta
keterbukaan pemerintahan daerah | pengelolaan
informasi Publik. serta meningkatkan | informasi dan
pengelolaan informasi | komunikasi publik.

dan komuikasi public.
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II.

BAB V
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA DAN
PENDANAAN INDIKATIF

PROGRAM
Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Purbalingga
memprioritaskan pembangunan yang diwujudkan dalam 3 (tiga) Program,
yaitu :
1. Program Tata Kelola Pemerintahan yang baik
2. Program Pengembangan Pemanfaatan Tekhnologi Komunikasi dan
Informasi

3. Program Peningkatan Pelayanan Informasi Publik

KEGIATAN
Dari program - program tersebut dijabarkan dalam bentuk kegiatan-

kegiatan yang implementasinya dapat dilaksanakan selama kurun waktu
2016 - 2021. Adapun kegiatan-kegiatan tersebut adalah sebagai berikut :
1. Program Penguatan Kelembagaan Perangkat Daerah

a) Penyediaan bahan dan jasa perkantoran

b) Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi

c) Pemeliharan sarana dan prasarana kantor

d) Pengadaan sarana dan prasarana kantor

e) Pendidikan dan pelatihan pegawai

f) Penyusunan dokumen perencanaan dan laporan kinerja SKPD

2. Program Persandian

a) Pengadaan dan Pemeliharaan Sandi dan Telekomunikasi

3. Program Pengembangan dan Pemanfaatan Teknologi Komunikasi
dan Informasi
a) Pemeliharaan website dan jaringan internet
b) Penyediaan sarana dan prasarana pendukung teknologi informasi
terintegrasi
c) Teleconference, sms center dan paperless office

d) Pengadaan dan pemeliharaan perangkat LPSE

4. Program Penyediaan Data dan Informasi Pembangunan
a) Penyusunan data dasar dan informasi pembangunan daerah
b) Penyusunan Sistem Informasi Profil Daerah / SIPD (Bangub)
c) Verifikasi dan validasi data PBDT tahun 2011.
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5. Program Peningkatan Pelayanan Informasi Publik

a)

b)

c)
d)
e)
f)
)
h)
i)
)

k)

Pembinaan dan monitoring Pusat Layanan Internet Kecamatan (PLIK)
dan warnet

Fasilitasi dan pembinaan forum media tradisional dan Kelompok
Informasi Masyarakat (KIM)

Pembangunan gedung LPPL Radio Ardilawet Purbalingga

Operasional pendampingan PPID

Penyiaran kegiatan pemerintah Kabupaten Purbalingga

Konferensi Pers dan Liputan

Peningkatan kualitas fungsi Bakohumas

Peningkatan Kapasitas Kehumasan

Sosialisasi kebijakan Pemkab melalui media cetak dan elektronik
Fasilitasi penerbitan dan pengembangan media cetak milik
pemerintah

Publikasi dan Dokumentasi kegiatan Pemkab

37



BAB VI.

INDIKATOR KINERJA PROGRAM DAN PENDANAAN INDIKATIF

Indikator Kinerja dan Pendanaan Indikatif

Tabel 6

Dinhubkominfo 2016-2021

No INDIKATOR
PROGRAM KINERJA KEGIATAN PENDANAAN INDIKATIF
PROGRAM
2016 2017 2018 2019 2020 2021
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 | Program Pengadaan Bahan [801.485 120.000 120.000 [120.000 (120.000 {120.000
Penguatan dan Jasa
Kelembagaan Perkantoran
Perangkat
Daerah Rapat-rapat 120.000 100.000 100.000 [100.000 (100.000 {100.000
Koordinasi
Pemeliharaan 290.000 120.000 120.000 [120.000 (120.000 {120.000
Sarana dan
Prasarana
Perkantoran
Pengadaan 242.975 840.000 840.000 [840.000 840.000 [840.000
Sarana dan
Prasarana
Perkantoran
Diklat Pegawai 55.000 55.000 55.000 [55.000 [55.000 [55.000
Penyusunan 10.000 10.000 10.000 [10.000 [10.000 |10.000
Dokumen
Perencanaan dan
Laporan Kinerja
2. | Program Pengadaan
Pengelolaan Pemeliharaan
Persandian Zg;a'ata” Sandi - 66.000 | 66.000 | 66.000 | 66.000 | 66.000
Telekomunikasi
2 | Program Persentase Pemeliharaan
Pengembangan SKPD yang website dan
Pemanfaatan memiliki jaringan internet
Tekhnologi website
Komunikasi dan Pengadaan dan
Informasi Intensitas pemeliharaan
updating perangkat LPSE
informasi
pd website Penyediaan
pemerintah sarana prasarana
Daerah pendukung
Tehknologi
Cakupan Informasi
sistem terintegrasi
informasi
manajeme
n (SIM)
milik
Pemerintah
Daerah yg
berfungsi
dan aktif
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Jumlah

pelayanan
publik
secara
online
Program Cakupan Fasilitasi PPID
Peningkatan kegiatan
Pelayanan pemerintah Operasional
Informasi Publik | an dan pendampingan
pembangu penyiaran
nan yang
terpublikasi Relokasi Radio
LPPL Purbalingga
Cakupan
wilayah Fasilitasi
yang pembinaan FK
terjangkau Metra dan KIM
oleh siaran
radio Pembinaan dan
pemerintah monitoring PLIK,
daerah MPLIK dan
Warnet
Cakupan
kelompok
informasi
masyaraka
t (KIM) di
tingkat
kecamatan
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BAB VII
PENUTUP

Rencana Strategis (Renstra) Dinas Komunikasi dan Informatika
Kabupaten Purbalingga tahun 2017-2021 memiliki kedudukan yang sangat
strategis karena menjadi arah serta acuan penyelenggaraan pemerintahan dan
pembangunan yang akan dilaksanakan dan juga merupakan panduan dalam
penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di bidang perencanaan
pembangunan yang akan dilaksanakan dan menentukan kinerja Dinas Komunikasi
dan Informatika Kabupaten Purbalingga di masa-masa mendatang selama kurun

waktu 5 (lima) tahun kedepan.

Rencana Strategis Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten
Purbalingga memuat rumusan tujuan, sasaran, strategi dan kebijakan serta
rencana program dan kegiatan indikatif yang akan dilaksanakan selama periode
lima tahun yang akan datang, sebagai pedoman bagi Dinas Komunikasi dan
Informatika Kabupaten Purbalingga dalam menjalankan tugas dan fungsi
organisasi sehingga diharapkan dapat berjalan secara sinergi dalam
pelaksanaannya. Rencana Strategi ( Renstra ) Dinas Kmunikasi dan Informatika
Kabupaten Purbalingga Tahun 2017 - 2021 sebagai pedoman dalam penyusunan
Rencana Kerja ( Renja ) Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten
Purbalingga setiap tahunnya dengan tetap mengacu pada Rencana Kerja
Pemerintah Daerah ( RKPD ) Kabupaten Purbalingga.

Untuk menjembatani kekosongan dokumen perencanaan dalam masa
transisi maka dalam penyusunan Renstra ini telah ditambahkan rancangan
program kerja transisi satu program indikatif untuk 1 ( satu ) tahun ke depan
sebagai pedoman/rujukan dan landasan hukum bagi penyusunan Rencana Kerja
(Renja) Dinas pada tahun 2017.

Besarnya kompleksitas permasalahan dan tantangan yang dihadapi dalam
pelaksanaan program pembangunan dan untuk menjamin terus berlanjutnya
proses pembangunan berdasarkan siklus perecanaan dalam Renstra Dinas
Komunikasi dan Informatika Kabupaten Purbalingga ditengah keterbatasan
potensi sumber daya pembangunan, maka keterlibatan dan peran serta seluruh
masyarakat dan stakeholder lainnya diharapkan akan semakin meningkatkan

efisiensi pendayagunaan sumber daya yang ada.

Keberhasilan pelaksanaan program dan kegiatan Dinas Komunikasi dan
Informatika Kabupaten Purbalingga sangat tergantung dari peran serta seluruh

masyarakat dan pihak-pihak terkait serta aparatur pemerintah, diperlukan pula
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sikap mental, tekad, semangat, ketaatan, keinginan untuk maju dan disiplin para

penyelenggara pembangunan dan stakeholder lainnya.

Oleh karena sifatnya yang masih indikatif maka data dan informasi, baik
tentang sumber daya yang diperlukan maupun keluaran dan dampak yang ada di
dalam dokumen rencana, hanya merupakan indikasi yang hendak dicapai sehingga
dalam pelaksanaannya disesuaikan dengan situasi, kondisi serta

pembiayaan/anggaran yang tersedia.

Purbalingga, Februari 2017

KEPALA DINAS
KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KABUPATEN PURBALINGGA

TRI GUNAWAN SETYADI, SH, MH
Pembina Utama Muda

NIP. 19690222 199603 1 004
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